



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Penerimaan yang diperoleh Pajak Reklame dan Retribusi 
Parkir memiliki peran bagi jumlah penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah. Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Realisasi Pajak Reklame yang selalu melampaui target 
menyebabkan penerimaan Pajak Reklame tergolong sangat 
efektif. 
2. Kontribusi Pajak Reklame yang diberikan bagi Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2015 menurun 
setiap tahun. 
3. Target Retribusi Parkir Kabupaten Sidoarjo mampu tercapai 
pada tahun 2013 dan realisasinya tergolong sangat efektif 
sedangkan pada tahun 2014-2015 targetnya tidak mampu 
tercapai namun realisasinya tergolong efektif. 
4. Secara keseluruhan, yaitu tahun 2013-2015, Retribusi Parkir 
berlangganan memiliki penerimaan yang sangat efektif 
sedangkan penerimaan Retribusi Parkir non berlangganan secara 
keseluruhan pada tahun 2013-2015 tergolong tidak efektif. 
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5. Kontribusi Retribusi Parkir Kabupaten Sidoarjo pada tahun 
2013-2015 selalu mengalami penurunan karena persentase 
peningkatannya tidak lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah. 
6. Penerimaan Retribusi Parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo 
memiliki jumlah yang lebih besar sehingga kontribusi yang 
diberikan bagi Pendapatan Asli Daerah juga lebih besar 
dibandingkan dengan sistem non berlangganan. 
7. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan upaya yang dilakukan 
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 
dalam meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, DPPKA 
juga memberikan sanksi dan teguran bagi Wajib Pajak yang 
melanggar peraturan perpajakan. 
8. DPPKA Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya 
memiliki hambatan yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia 
dalam melakukan operasi lapangan dan penertiban Pajak 
Reklame. Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 
faktor penghambat penerimaan Retribusi Parkir adalah tidak 




 Keterbatasan yang ada dalam penelitian saat ini, yaitu: 
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1. Masalah birokrasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kabupaten Sidoarjo. Data target dan realisasi Pajak 
Reklame serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo yang 
diperoleh melalui metode dokumentasi tidak mendapatkan kop 
surat dan stampel Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kabupaten Sidoarjo. Data yang diberikan berupa buku saku 
mengenai Data Keuangan Kabupaten Sidoarjo Komparatif 
Tahun Anggaran 2011-2015 yang tidak mencantumkan target 
Pajak Reklame Kabupaten Sidoarjo. Data target Pajak Reklame 
Kabupaten Sidoarjo diperoleh hanya melalui wawancara dengan 
pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Sidoarjo. 
2. Penelitian ini tidak memperhitungkan tingkat efisiensi. Artinya 
bahwa penelitian ini tidak membandingkan realisasi penerimaan 
Pajak Reklame dan Retribusi Parkir dengan biaya yang harus 
ditanggung dalam meningkatkan penerimaan. 
 
5.3. Saran 
 Demi peningkatan penerimaan daerah Kabupaten Sidoarjo, 
maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan perekrutan karyawan 
dan pelatihan agar tidak kekurangan Sumber Daya Manusia dan 
pemaksimalan kinerja karyawan. 
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2. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo perlu 
meningkatkan sosialisasi secara intensif untuk mengurangi dan 
mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak, minimal 1 bulan sekali. 
3. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat melakukan penelitian 
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